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ABSTRAK

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya
perkawinan antara suami dan isteri. Di dalam prakteknya pembagian harta
bersama sering kali menimbulkan konflik antar pasangan suami isteri sehingga
dapat merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang seharusnya berhak atas
harta tersebut. Pada tahun 2021 terdapat kasus mengenai gugatan harta bersama
dalam perkara perdata pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Sleman dengan
nomor perkara: 104/Pdt.G/2021/PA Smn. Perkara tersebut merupakan gugatan
mengenai harta bersama, dalam hal ini Penggugat menggugat Tergugat selaku
mantan suami. Permasalahan harta bersama tersebut belum pernah diselesaikan
dan dimusyawarahkan serta belum ada kesepakatan dan penyelesaian, karena
Tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi dengan Penggugat. Maka
atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat (mantan istri) merasa dirugikan, oleh
karena Penggugat sendiri sangatlah memerlukannya. Penggugat telah berusaha
untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut secara
kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama
sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan
agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan.

Jenis Penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan pendekatan
undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa (1) Putusan Pengadilan
Agama Sleman dalam perkara Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Smn sudah
memberikan perlindungan hukum terhadap mantan istri (Penggugat) untuk haknya
atas harta bersama pasca terjadinya perceraian dengan mantan suami (Tergugat).
Penggugat (mantan istri) berhak memperoleh dan mendapatkan kompensasi
sebesar seperdua atau setengah dari harta bersama tersebut. (2) Pertimbangan
hakim tersebut sudah tepat dilihat dari hukum positif maupun hukum Islam.
Pertimbangan hakim tersebut sudah melihat beberapa pertimbangan, yaitu melihat
bukti dan saksi yang ada seperti bukti surat dan para saksi yang dihadirkan dari
pihak Penggugat dan Tergugat. Di dalam perkara nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Smn
tidak terdapat perjanjian mengenai pembagian harta bersama, maka pembagian
dilaksanakan sesuai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing
mantan suami dan mantan istri berhak seperdua atau setengah dari harta bersama
tersebut.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Harta Bersama



ABSTRACT

Joint assets are assets acquired during the marriage between husband and
wife. In practice, the distribution of joint property often causes conflicts between
husband and wife, so that it can harm one party, especially the party who should
be entitled to the property. In 2021 there was a case regarding a joint property
lawsuit in a civil case at the first level at the Sleman Religious Court with case
number: 104/Pdt.G/2021/PA Smn. The case is a lawsuit regarding joint assets, in
this case the Plaintiff is suing the Defendant as an ex-husband. The problem of
joint property has never been resolved and discussed and there has been no
agreement and settlement, because the Defendant does not want the joint property
to be shared with the Plaintiff. So for the actions of the Defendant, the Plaintiff
(ex-wife) felt aggrieved, because the Plaintiff itself really needed it. The Plaintiff
has tried to ask for the rights of the Plaintiff to the joint property amicably, but to
no avail because the Plaintiff's good faith was completely ignored by the
Defendant, so the Plaintiff filed a lawsuit so that the Plaintiff's rights obtained
legal protection from the Court.

The type of this research is library research. The research method used is a
normative juridical approach based on the law (statue approach) and case
approach (case approach). Data was collected by means of observation and
documentation.

The results of this thesis research show that (1) the decision of the Sleman
Religious Court in case Number 104/Pdt.G/2021/PA.Smn has provided legal
protection to the ex-wife (Plaintiff) for her rights to joint assets after the divorce
with her ex-husband (Defendant) ). The plaintiff (ex-wife) is entitled to receive
and receive compensation of one-half or one-half of the joint property. (2) The
judge's consideration is correct in terms of positive law and Islamic law. The
judge's considerations have seen several considerations, namely looking at the
evidence and existing witnesses such as letter evidence and the witnesses
presented by the Plaintiff and Defendant. In case number 104/Pdt.G/2021/PA.Smn
there is no agreement regarding the distribution of joint assets, so the distribution
is carried out in accordance with Article 37 of Law Number 1 of 1974 concerning
Marriage and Article 97 of the Compilation of Islamic Law, namely each former
husband and ex-wife are entitled to one-half or one-half of the joint property.

Keywords : Marriage, Divorce, Joint assets
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang
menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari
masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal
dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia
untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk
meneruskan keturunan dengan melangsungkan perkawinan. Berbicara tentang
perkawinan erat hubungannya dengan kehidupan manusia itu sendiri, karena
perkawinan merupakan proses untuk menjalani hidup berkeluarga bagi setiap
orang yang menghendaki adanya keseimbangan lahir dan batin selaras antara
rohani dan jasmani.*

Ikatan perkawinan yang dimaksud dijelaskan dalam pengertian
perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang
pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.? Oleh karena itu timbul kewajiban suami dan isteri untuk saling

membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

! Surojo Wignodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung,
1982), him. 149.

2 Undang- undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam, Cet. VII (Bandung: Citra Umbara, 2011), him. 2.



kepribadiaannya dalam rangka membentuk dan mencapai kesejahteraan
spiritual dan material.>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam sendiri perkawinan
memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah. Kemudian setelah menikah maka akan timbul hak-
hak serta kewajiban pasangan suami dan isteri tersebut dalam perkawinan.
Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu, merupakan akibat
hukum dari perkawinan. Di antaranya yaitu mengenai hak dan kewajiban
suami isteri hal ini diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kewajiban orang tua
kepada anak yang diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga terhadap harta benda dalam
perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membagi
harta benda perkawinan ke dalam dua golongan, yaitu harta bersama atau
biasa disebut dengan harta gono gini, dan harta bawaan atau harta asal.* Pasal
35 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama.” Jadi harta bersama adalah harta yang
diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara suami dan isteri,
terhadap harta bersama baik suami maupun isteri dapat bertindak atas

persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan Pasal 35 ayat (2) menjelaskan

% Sonny Dewi Judiasih, 2015, Harta Benda Perkawinan, Bandung, Refika Aditama, him.

*Ibid., him. 5.



bahwa, “ Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.
Jadi harta bawaan adalah harta masing-masing suami dan isteri yang dibawa
ke dalam perkawinan.

Berdasarkan kedudukan yang setara dan seimbang di antara suami dan
isteri dalam perkawinan, maka terhadap harta bersama, suami dan isteri dapat
bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan terhadap harta
bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk
melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.” Perbedaan kedua
macam harta ini berkaitan dengan keberadaan hak penguasaan terhadap harta
tersebut, bagi harta bersama (gono gini), suami isteri tidak dapat bertindak
dengan keinginannya masing-masing tetapi harus ada persetujuan kedua
belah pihak, hal ini senada dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa: “Mengenai harta
bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah
pihak”.

Sedangkan dalam Pasal 36 ayat (2) mengatur bahwa: “Mengenai harta
bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk
melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.” Jadi harta bawaan
akan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak

tidak menentukan lain dan masing-masing suami maupun isteri mempunyai

% Ibid., him. 6.



hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai kondisi harta
bendanya.

Harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan
atau isteri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan
keluarga yang telah dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang
lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masing-masing pihak
mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna
mewujudkan kesejahteraan keluarga.® Konsep mengenai harta bersama ini
juga sebetulnya memiliki banyak pengertian antara lain konsep harta bersama
menurut agama Islam, hukum adat dan perundangan-undangan. Harta
perkawinan dalam hukum Islam disebut ‘syirkah’, yaitu cara penyatuan atau
penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Al-Qur’an
dan Hadist tidak membicarakan harta bersama secara tegas, akan tetapi dalam
kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta
bersama, yaitu yang disebut syirkah atau syarikah.”

Dalam perkawinan sering terjadi perbedaan-perbedaan yang timbul
antara suami dan isteri, perbedaan yang timbul tersebut pun terkadang
menimbulkan perselisihan antar pasangan suami isteri sehingga menyebabkan
renggangnya hubungan antar pasangan dalam kehidupan berumah tangga.

Karena hal tersebut juga banyak pasangan yang tidak bisa menyelesaikan

® Ibid., him. 5.

" bid., him. 14.



permasalahannya, sehingga cenderung lebih memilih perceraian untuk
menyelesaikan permasalahan dalam perkawinan mereka.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada
perceraian tanpa ada perkawinan lebih dahulu. Perkawinan merupakan awal
dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian
merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut.® Dalam kaitan
ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubarnya
perkawinan” dan “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari
bubarnya perkawinan.? Dalam hukum positif telah diatur mengenai putusnya
perkawinan. Menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yaitu perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian;

b. Perceraian;

c. Atas keputusan pengadilan;

Menurut Peraturan Perundang-Undangan, perceraian hanya dapat
terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Hal
ini diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang menyatakan bahwa:

& Abdul Manan, 2001, “Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses

Penyelesaian Perkara Dalam Lingkungan Peradilan Agama”, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-
Hikmah & DITBINBAPERA Nomor 52 Tahun XII Mei-Juni, him 7

® Ibid., him 8.



(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam

peraturan perundangan tersendiri.

Apabila perkawinan tersebut putus karena perceraian (cerai hidup),
harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yang
dimaksud hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan
hukum-hukum lainnya.'® Begitu juga dalam pembagian harta bersama yang
diakibatkan putusnya perkawinan karena kematian (cerai mati). Mengenai
pembagian harta bersama diakibatkan oleh perceraian sebenarnya telah diatur
dalam Peraturan Perundang-undangan. Namun, dalam prakteknya pembagian
harta bersama ini sering kali menimbulkan konflik antar pasangan suami
isteri mengenai siapa yang berhak atas suatu harta yang didapat selama
perkawinan, sehingga dapat merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang
seharusnya berhak atas harta tersebut.

Berdasarkan judul yang penulis bahas maka menentukan penelitian di
Pengadilan Agama Sleman. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut yang
pertama karena di Pengadilan Agama Sleman ditemukan perkara mengenai

gugatan harta bersama pasca perceraian yang dinilai belum banyak dilakukan

0 Wahyu Erna Ningsih, Putu Samawati, 2006, Hukum Perkawinan Indonesia,
Palembang, Rambang Palembang, him. 102.



penelitian, alasan yang kedua lokasi Pengadilan Agama Sleman dengan UIN
Sunan Kalijaga berada dalam satu wilayah Yogyakarta yang akan
memudahkan proses penelitian skripsi ini dikarenakan masih dalam kondisi
pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021 terdapat kasus mengenai gugatan harta bersama
dalam perkara perdata pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Sleman
dengan nomor perkara: 104/Pdt.G/2021/PA Smn. Perkara tersebut merupakan
gugatan mengenai harta bersama, dalam hal ini Penggugat yaitu PMH
menggugat Tergugat selaku mantan suami yaitu TMH. Antara Penggugat dan
Tergugat telah bercerai pada tanggal 7 Mei 2019. Penggugat menuntut
Tergugat untuk memberikan apa yang menjadi haknya atas sebidang tanah
pekarangan di atasnya berdiri rumah batu, satu unit mobil Honda Jazz, dua
buah sepeda motor Yamaha Mio, satu unit almari es, dua unit sepeda lipat
dan dua unit etalase yang diperoleh selama perkawinan antara diri Penggugat
dan Tergugat serta meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta
yang dipersengketakan.

Di dalam putusan 104/Pdt.G/2021/PA Smn ditemukan fakta hukum
bahwa permasalahan harta bersama tersebut belum pernah diselesaikan dan
dimusyawarahkan serta belum ada kesepakatan dan penyelesaian, karena
Tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi dengan Penggugat.
Maka atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat (mantan istri) merasa
sangatlah  dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri  sangatlah

memerlukannya. Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak



Penggugat atas harta bersama tersebut di atas secara kekeluargaan, namun
tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak
diindahkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan agar
hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan.
Menimbang berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pengadilan
Agama Sleman menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:
“Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menetapkan harta
bersama Penggugat dan Tergugat, menetapkan bahwa Penggugat dan
Tergugat masing-masing berhak atas harta bersama tersebut,
menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak %
(seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, menolak gugatan
Penggugat selain dan selebihnya, membebankan kepada Penggugat

membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.535.000 (satu juta lima ratus
tiga puluh lima ribu rupiah).”*

Dalam hal ini kasus tersebut menjadi objek dalam penelitian ini, yang
dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap isteri dalam kaitannya,
yaitu berupa gugatan terhadap harta bersama pasca perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk
menyusun skripsi dengan judul: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN
YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ISTRI (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA

sSmn).

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan

masalah adalah sebagai berikut :

! putusan Pengadilan Agama Sleman No. 104/Pdt.G/2021/PA Smn, him 35-36



a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri akibat perceraian atas
harta bersama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman
Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn?

b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa harta bersama pasca
perceraian yang memberikan perlindungan terhadap istri dalam Putusan

Pengadilan Agama Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Maka dalam hal ini penulisan tersebut bertujuan untuk sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap isteri akibat
perceraian atas harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama
Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn;

b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam sengketa harta
bersama pasca perceraian yang memberikan perlindungan terhadap
istri dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor
104/Pdt.G/2021/PA Smn.

2. Kegunaan
Manfaat penelitian dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan
manfaat praktis.
a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, Untuk bidang IImu Pengetahuan, dengan

adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam



pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau
referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti lanjutan tentang
tinjauan terhadap perkara yang sama mengenai perlindungan hukum
terhadap isteri atas harta bersama.
b. Manfaat Praktis

Secara praktis, sebagai tambahan informasi (warning sign)
bagi masyarakat terhadap kasus-kasus serupa serta masukan bagi
proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk
meminimalkan apabila terjadinya sengketa yang serupa, sehingga

tidak terjadi kerancuan hukum dalam masyarakat luas.

D. Telaah Pustaka
Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang ada
sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap beberapa penelitian
yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan sengketa harta bersama

pasca perceraian.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Alyas mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul “Pembagian
Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan”. Dalam skripsi
ini dijelaskan tentang pembagian harta bersama suami istri setelah
berakhirnya perkawinan, dan cara menginvetarisasi harta bersama setelah

berakhirnya perkawinan yang menyangkut kepentingan pihak ketiga.
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Skripsi yang ditulis oleh Rabiatul Adawiyah mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Penyelesaian
Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No.
871/Pdt.G/2011/PA. Mks)”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang kedudukan
hukum dari harta bersama dan harta bawaan dan tata cara penyelesaian harta
bersama yang bercampur dengan harta bawaan di Pengadilan Agama

Makassar (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.MKks).

Skripsi yang ditulis oleh Taufik Hidayatul Rahmanahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Islam Riau dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta
Bersama Akibat Perceraian (Analisis terhadap Putusan Perkara No.
0025/Pdt.G/2017/PA. Pbr)”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang Pelaksanaan
Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dan faktor penghambat
pelaksanaan pembagian harta bersama (Analisis terhadap Putusan Perkara

No. 0025/Pdt.G/2017/PA. Pbr).

Skripsi yang ditulis olen M. Riza Syafei mahasiswa Program Studi
Ahwalul Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo dengan judul
“Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Di Desa Jogorogo
Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini dijelaskan
bagaimana perspektif hukum Islam tentang pembagian harta bersama jika

yang bekerja suami dan istri di desa Jogorogo Kabupaten.

Keempat penelitian diatas membahas terkait penyelesaian harta

bersama akbiat perceraian. Namun, keempat penelitian tersebut belum
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menelaah tentang perlindungan hukum terhadap istri akibat perceraian atas
harta bersama dan pertimbangan hakim dalam sengketa harta bersama pasca
perceraian yang memberikan perlindungan terhadap istri. Sehingga penelitian
ini diharapkan dapat menambah kajian terkait perlindungan hukum terhadap

istri akibat perceraian atas harta bersama.

E. Kerangka Teoritik
Kerangka teori ini berguna untuk membantu penulis dalam menentukan
arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang
ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten. Kerangka teori merupakan
suatu sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan dan mengorganisasi
berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga mempermudah
manusia dalam memahaminya, kerangka teori pada prinsipnya bukan sekedar
definisi dari bebagai macam buku namun lebih kepada penggalian teori yang
dapat digunakan peneliti untuk menjelaskan hakikat dari gejala yang akan
diteliti."?

1. Teori Konsep Perkawinan
Perkawinan di dalam kehidupan manusia merupakan suatu
peristiwa hukum yang sangat penting dengan berbagai konsekuensi
hukumnya. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “ Perkawinan adalah ikatan
lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

12 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan
Aplikasinya, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2010), him 64.
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berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Oleh karenanya hukum di
Indonesia mengatur permasalahan mengenai perkawinan ini secara
detail. Di Indonesia sendiri perkawinan diatur dalam berbagai macam
peraturan diantaranya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan
lainnya.

Hal ini berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan
bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah
dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara, dalam
hal ini artinya negara hanya mengakui suatu perkawinan itu dianggap
sah apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan agama
dan kemudian perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama
(KUA) bagi yang beragama islam, sedangkan yang beragama non
islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. apabila didalam
suatu perkawinan tersebut terdapat suatu masalah, pasangan suami dan
isteri tersebut diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang
timbul didalam perkawinan tersebut, agar tidak terjadi suatu perceraian
yang disebabkan tidak mampunya pasangan suami isteri tersebut

menyelesaikan masalah yang ada di dalam rumah tangganya.
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2. Teori Konsep Perlindungan Hukum

Secara grammatical (menurut tata bahasa), perlindungan adalah
tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi. Arti
berlindung, meliputi menempatkan dirinya supaya tidak terlihat,
bersembunyi atau minta pertolongan.’® Secara teoritis bentuk
perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu Perlindungan
yang bersifat preventif dan perlindungan refresif. Perlindungan hukum
yang preventif merupakan perlindungan hukum vyang sifatnya
pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat
untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum
suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga
perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya
sengketa, dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang
didasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan hukum yang
refresif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.™

Subjek perlindungan hukum dalam harta bersama ialah harta
bersama, sedangkan objek perlindungannya yaitu hak dan bagian dari
masing-masing suami dan isteri atas harta bersama. Apabila hak-hak
pasangan suami maupun isteri dilanggar maka pasangan tersebut

berhak mendapatkan perlindungan, yang berhak memberikan

3 1bid.

¥ Phillipus M. Hadjon, , Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu,
Surabaya, him 2 dalam bukunya Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, Penerapan Teori
Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1987) him 264.
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perlindungan adalah negara dan pemerintah. Begitu pula perlindungan
hukum terhadap harta bersama yang dimiliki oleh suami isteri.

Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat berupa
preventif yaitu pencegahan dari munculnya sengketa, kemudian
represif yaitu penyelesaian apabila terjadi sengketa. Perlindungan
hukum yang bersifat preventif ini, lebih mengedepankan pencegahan
agar supaya harta bersama yang dimaksud dapat dilindungi oleh
hukum. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif lebih
membahas mengenai penyelesaian apabila terjadi sengketa terhadap
harta bersama.

Sejak dilangsungkan perkawinan, maka sejak saat itu menjadi
tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai
isteri, dan sejak itu pula suami dan isteri memperoleh hak-hak
kewajiban-kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan. Penjelasan
umum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menyatakan lebih tegas mengenai kesetaraan kedudukan
suami dan isteri dalam perkawinan, di mana hal ini dapat dilihat dalam
ketentuan penjelasan umum angka 3 yang menyatakan bahwa hak dan
kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami

baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan
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masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga
dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.*®

Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu, salah satunya
adalah yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Harta benda
perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan atau isteri
dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan
keluarga yang telah dibina, Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai hak penguasaan
atas suatu harta bersama. Artinya dalam melakukan suatu tindakan
hukum suami maupun istri haruslah dengan dengan persetujuan
pasangan/kedua belah pihak. Begitu pula dalam pembagian harta
bersama masing-masing pihak suami dan istri memiliki hak yang sama
atas harta bersama tersebut.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas
sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah
dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan,
baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah
yang terungkap dalam persidangan yang dijelaskan dalam Pasal 164
HIR, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa
tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat

objektif.

> Sonny Dewi Judiasih, , Harta Benda Perkawinan, (Bandung: Refika Aditama, 2015)
him. 5
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Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan
oleh hakim, berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG. Setelah
pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan
musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Sumber
hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa Peraturan
Perundang-undangan berikut Peraturan Pelaksanaannya, hukum tidak
tertulis (hukum adat), yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun
doktrin/ajaran para ahli.*® Dalam prakteknya peradilan perdata dikenal
sumber hukum berupa Burgerlijk Wetboek (BW) yang terdiri dari 1993
Pasal. BW tersebut berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-
Undang Dasar 1945 (amandemen) masih berlaku hingga saat ini yaitu:

a. Mereka yang termasuk golongan Eropa;

b. Mereka yang termasuk golongan Tiong Hoa dengan beberapa
kekecualian dan tambahan seperti termuat dalam Lembaran
Negara Tahun 1917-129;

c. Mereka yang termasuk golongan Timur Asing selain daripada
Tiong Hoa dengan kekecualian dan penjelasan sepeeti termuat

dalam Lembaran Negara Tahun 1924-556.%

Sementara bagi golongan bangsa Indoneisa asli berlaku hukum

adat yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang

% R. Soeparmono, 2005, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung, Mandar
Maju, him. 146.

"' R. Subekti dan R. Tjtrosudibio,2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta,
PT Pradnya Paramitha, hIm vi-vii.
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sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-
tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan
bermasyarakat.'® Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
menegaskan bahwasanya putusan pengadilan selain harus memuat
alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari Peraturan
Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak

tertulis yang dijadikan dasar mengadili.

Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya
wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan
para pihak yang berpekara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5
Undang-undang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk
menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian
Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam
penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian

kepustakaan (library research) dengan menggali data-data yang berasal

'8 Subekti, 1996, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT Intermasa, him 10.
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dari dokumen-dokumen berupa buku-buku, undang-undang maupun
putusan pengadilan.
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah analisis deskriptif. Menurut M. Syamsudin
analisis deskriptif adalah kegiatan pengkajian hasil olah data yang hanya
sampai pada taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta-
fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan
disimpulkan. Pada analisis ini kesimpulan yang diberikan selalu jelas
dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung
pada data yang diperoleh.

Analisis deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara rinci, sistematis dan
menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan sengketa
harta bersama pasca perceraian.

3. Pendekatan Penelitian

a. Yuridis, vyaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan
berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia atau dengan pendekatan masalah yang diteliti, yakni dengan
mengetahui perkara harta bersama pasca perceraian, dengan
menganalisa pertimbangan yang digunakan Hakim dan putusannya.

b. Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan
mendasarkan pada hukum positif, yang mengarah pada persoalan yang

telah ditetapkan, yang berdasar atas Undang-Undang dan Kompilasi
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Hukum Islam atau dengan pendekatan terhadap masalah yang diteliti,
yakni dengan mengetahui perkara harta bersama pasca perceraian,
dengan menganalisa pertimbangan yang digunakan Hakim dan
putusannya.
4. Sumber Data
Penyusun menggunakan sumber data dalam melengkapi penelitian
ini, yakni sumber data sekunder. Yaitu data yang diperoleh dari studi
kepustakaan melalui penelaahan terhadap putusan Pengadilan Agama
Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn, buku-buku, jurnal, peraturan
hukum positif dan sumber-sumber pustaka lainnya.

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu:

e Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama,
sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan
hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi
peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang
memuat ketentuan hukum. Dalam skripsi ini, penulis
menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Perkawinan
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6) Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor
104/Pdt.G/2021/PA Smn.

e Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum
yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer
seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan
lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang
dibahas.

e Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal
ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki
validitas dan rehabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian ini
menggunakan jenis teknik dalam pengumpulan data yaitu:

a. Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan
yang sistematis yang ditunjukan pada satu atau beberapa fase
masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk
mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan
persoalan yang dihadapi. Penggunaan motede ini diharapkan
mendapat gambaran secara objektif keadaan yang diteliti yaitu
langsung dari Kantor Pengadilan Agama Sleman.

b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan

berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada
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di Pengadilan Agama Sleman dan juga buku-buku tentang
pendapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal yang sifatnya
mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
6. Analisis Data
Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk
yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh di
analisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir metode
induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus,
digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang bersifat
umum. Metode ini digunakan untuk menyimpulkan perlindungan hukum
istri akibat perceraian dan pertimbangan Majelis Hakim tentang sengketa
harta bersama pasca perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama
Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Smn, kemudian dari data diambil
suatu kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang
pembahasan objek yang diteliti.
G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan
akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan
pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi
pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini
terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan
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sitematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang
akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum tentang harta bersama
dan perceraian. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman
secara benar mengenai harta bersama dan perceraian. Bab ini terdiri dari dua
sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai harta bersama. Sub bab kedua
berisi tentang perceraian yang meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum
perceraian, alasan-alasan perceraian, bentuk perceraian, serta rukun dan
Syarat perceraian.

Bab ketiga berisikan uraian kronologi kasus, pertimbangan hakim, dan
putusan hakim yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman.

Bab keempat berisikan tentang analisis upaya perlindungan hukum
terhadap istri atas masalah harta yang dipersengketakan dalam gugatan harta
bersama dalam perkara di pengadilan agama serta pertimbangan hakim dalam
kasus tersebut.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas
penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk
memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam

penyusunan skripsi.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, maka penyusun

menyimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara Nomor
104/Pdt.G/2021/PA.Smn sudah memberikan perlindungan hukum
terhadap mantan istri (Penggugat) untuk haknya atas harta bersama pasca
terjadinya perceraian dengan mantan suami (Tergugat). Putusan tersebut
sudah tepat karena sesuai dengan penerapan Pasal 35 dan 37 UU No 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
Penggugat (mantan istri) berhak memperoleh dan mendapatkan
kompensasi sebesar seperdua atau setengah dari harta bersama tersebut
serta sudah memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa
khususnya bagi Penggugat (mantan istri).

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman dalam
perkara Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Smn tersebut sudah melihat beberapa
pertimbangan, yaitu melihat bukti dan saksi yang ada seperti bukti surat
dan para saksi yang dihadirkan dari pihak Penggugat dan Tergugat. Bukti
surat dan para saksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
karena baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat dapat mengajukan
bukti dan saksi di persidangan. Penggugat dapat membuktikan

gugatannya dan Tergugat dapat menjawabnya. Di dalam perkara nomor
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104/Pdt.G/2021/PA.Smn tidak terdapat perjanjian mengenai pembagian
harta bersama, maka pembagian dilaksanakan sesuai dengan Pasal 37
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 97
Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing mantan suami dan mantan
istri berhak seperdua atau setengah dari harta bersama tersebut.
Pertimbangan hakim tersebut sudah tepat dilihat dari hukum positif
maupun hukum Islam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor
104/Pdt.G/2021/PA.Smn tentang harta bersama tersebut, maka Penggugat
(mantan istri) berhak mendapatkan sebagian harta bersama tersebut,

sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, selanjutnya

penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman harus berpegang teguh
terhadap sumber hukum positif dan hukum Islam, harus cermat, teliti
memeriksa perkara sehingga di persidangan Majelis Hakim dapat melihat
apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau tidak. Jika
Penggugat dapat membuktikan, maka Majelis Hakim mengabulkan
gugatan Penggugatn dan tidak merugikan salah satu pihak.

2. Disarankan agar hakim lebih berhati-hati dalam menangani suatu masalah
mengenai pencampuran harta bersama dengan harta bawaan, agar dalam

memutus suatu perkara benar-benar berdasarkan keadilan.
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3. Diharapkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat dalam upaya
pelaksanaan pembagian harta bersama, alangkah baiknya harta yang
seharusnya dilaksanakan pembagian Y2 : ¥ diindahkan sesuai dari putusan
hakim.

4. Kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan supaya membuat
perjanjian mengenai pembagian harta bersama, agar ketika terjadi
perceraian tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama serta
pemerintah diharapkan dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat
tentang ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan

hukum Islam.
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